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Salah satu upaya DJP mengamankan penerimaan negara tahun 2013 adalah dengan meningkatkan
penegakan hukum pajak yang direalisasikan dengan mengeluarkan PMK No.18/PMK.03/2013 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan. Kini, DJP berwenang melakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dimana Wajib Pajak tidak diberi Surat Pemberitahuan akan
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Dengan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukan
bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum PMK No. 18/PMK.03/2013 belum efektif dalam
mendapatkan Bukti Permulaan. Hal ini disebabkan oleh faktor aturan, faktor penegak hukum, faktor
fasilitas, maupun faktor masyarakat itu sendiri. Untuk itu PMK No. 18/PMK.03/2013 dibentuk sebagai hasi|
penyempurnaan aturan terdahulu.

One effort DJP in securing state receipts 2013 is to intensify the law enforcement tax realized issue PMK
No. 18/PMK.03/2013 on procedures Pre-Investigation tax crime. With the existence of this policy, DJP
authorized for closed Tax Pre-Investigation where taxpayers not given notification letter. With the
qualitative methods, research showed that Tax Pre-Investigation before PMK No. 18/PMK.03/2013 not
effective in getting evidence beginning tax crime. It is caused by several factors, either from factor rule,
factor fiscus, facilities factor, and factor society itself. For that formed PMK No. 18/PMK.03/2013 as their
consummeation procedurs Tax Pre-Investigation first.
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